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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dengan adanya penambahan jenis, merek, tipe
dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum dilakukan
penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
maka perlu menetapkan penghitungan dasar untuk
pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, penghitungan dasar pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor ditinjau kembali setiap tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
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Mengingat

Menetapkan

—

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 901);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.
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Pasal I
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 901), diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA

BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020

JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK
KENDARAAN BERMOTOR

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR

1. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN
KODIN v T m 0 I
A N M nl 0 00X
ot | 00 [
Ix 00X
Y AT o
A MUANTY A = 00
t 4 20 QUATTED TPEi AT ™ DX
v} A TPSI AT 1 00X
3 AS 18 TPSI AT 0.
o] AS 30 TPSI 01X
t Ab 3.0 QUATTE XX
o] AR 10L TP 2 00
3 o n 14 7™ [0
13 2 1w 41 400 00X
Py L XD A 4l X
=2 W 1 CX i+ 00
4. L d i OEANTUR 1) X
AW 1A/T 1 00X
1 AN M CXD A X
AW A3 LIMOUTINE A ST ooy
W 1 X
MW %0 X
W ) 00 (X
) W N OO
W 00 X
W 00X
Py L XD A X
W A 00X
rarw X XX
W X 0
i X K1 A —
W X 4 0
L natw KD A 7™ [0
) W L TN = (0
AN A A X
W = S0 TN X
L d i A T 18T DX
W 3 0
W A ™ XX
W 0
arw T4OLI TEII A 7™ [0
W i XD A 0 00X
4 W A i)
) W i e 483 4TN X
W (TS 200 (X
‘ AW in & TE 001 X
AlN M3 1 ¥ X

www.peraturan.go.id



